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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARRA 

NOMOR 4 TAHUN 2004 

TENTANG 

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT JEPARA ARTHA 
KABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang­ 
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pererintahan Daerah, 
perlu menetapkan Bank Perkeditan Rakyat Kabupaten Jepara 
sebagai Badan Usaha Milik Daerah 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
hurufa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

• Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkunga Propinsi Jawa 
Tengah 

2.Undang-undang Nomor $ Tahu 1982 tentang Perusahaan 
Daerah (Lemnbaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2387) 

3.Undang-undang Noma Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 30, Tambahan 
lembaran Negara Nomor 472) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lemnbaran 
Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tanbahan Lermboaran Negara 
Nom&r 3790) ; 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pererintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nom6r 3839) 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843), 

6. Peraturan Pererintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Pencabutan lzin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank 
(Lerbaran Negara Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3831) 
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7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 50 Tahun 1999 
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 
tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat, 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri d tonormi Daerah Naror 
44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi tan Tata Kerja 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, 

10.Keputusan Menter! Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 
45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

11.Keputusan Menteni Dalarm Negeri dan Otonomi Daerah Noror 
46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat 

Dengan persetuyuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

Menetarpkan 

ME MUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG 
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT 
JEPARRA ARTHA KABUPATEN JEPARA 

KETENTUAN UMUM 

Pasal f 

Dalam Peraturan Derah ini yang dimaksud dengan 
f Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara, 
2 emerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara, 
3. Dewan Perwakilan RRakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakiln Rakyat Daerah Kabupaten Jepara; 
4. Bupati adalah Bupati Jepara, 
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Jepara yang 

selanjutnya disebut D. BPR JEPARA AR THA adalh Perusahaan Daerah yang 
bergerak dibidang perbank.an, yang seluruh modalnya merupakan kekayaan 
Daerah yang dipisahkan 

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR JEPARA ARTHA 
7 Direksi adalah Direksi PD. BPR, 
8. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direks/ PD, BR JEPARA ARTHA, 
g. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR JEPARA ART'HA 
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• 
BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk pp, BPR JEPARA ARTHA 

BAB Ill 

TEMPAT KEOUDUKAN 

Pasal 3 

PD. BPR JEPARA ARTHA berkedudukan di lbukota Kabupaten Jepara 

asal 4 

(1) PD. BPR JEPARA ARIHA dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang 
embantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

(2) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimnakud dalam ayat (1) dapat 
dilaksanakan setelah mendapatkan persetuluan Bupati dan Bank Indonesia 

(3) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalamn ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi 
berdasarkan pertirbangan Dewan Pengawas dan dapat ilaksanakan setelah 
mendapat persetujuan Bupatl serta diberitahukan secara tertulis kepada Bank 
Indonesia 

ORGANISASl 

Pasal 5 

Susunan organisasl dan Tata Kerjg PD, BPR JEPARA ARTHA dibentuk dan 
ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan 
engawas dan Persetujun Bupati gesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

BAB V 

AZAS DAN TUJUAN 

Pasal 6 

PD. BPR JEPARRA ARTHA dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kehati -hatian. 
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Pasat 7 

Tujuan PD. BPR JEPARA ARTHA adalah untuk membatu dan mendorong 
perturbuhan perekonormian dan pembangunan daerah di segala bidang serta 
sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup masyarakat di Daerah. 

BAB VI 

TUGAS, FUNGSI DAN USAHA 

Pasal 8 

PD. BPR JEPARA ARTHA mempunyai ugas mengembangkan perekonomian, 
menggerakkan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan 
asli Daerah 

Pasal 

PD. BPR JEPARA ARTHA mempunyai fungsi sebagai berikut. 
a. Penghimpun dang dani masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposit0 

berjangka 
b. Penyelenggara pemberian kredit dan pelaksanaan pembinaan khususnya 

terhadap pengusaha kecil dan menengah 
c. Pelaksana kerja sara antar D, BPR JCARRA ARTHA dan dengan lembagad 

perbankan atau keuangan lainnya 
d. Pelaksanaan usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang bertaku 

Pasal 10 

PD. BPR JEPARA ARTHA menjalankan usaha-usaha sebagal berikut 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito 

berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang disamakan dengan #tu 
b. Merlerikan kredit dan melakukan pembinaan kepada nasabah 
¢ AMenempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (8BI), deposito 

berjangka, Serti fikat deposito dan atau tabungan pada bank lain 

BAB VII 

MODAL 

Pasal 1 

(1) Modal das~r PD, BPR JEPARA ARTHA ditetapkan sebesar 
RD. 15.000.000.000,00 (lima belas miyar rupiah) 
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(2) Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud dalam ayat () Pererintah 
Daerah menambah modal yang disetor secara bertahap yang besarnya 
dlanggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari 
umber keuangan lain yang sah 

(3) Modal PD, BPR JEPARA ARTHA merupakan kekayaan Daerah yang 
dipisahkan 

BAB VIII 

PENGURUS DAN PEGAWAI 

Bagian Kesatu 
Dewan Pengawas 

Paragraf 
Syarat-syarat Pengangkatan 

Pasal 12 

(1) Untuk dapat diangkat menijadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut 
a Tilak termasuk dalam dafter orang tercela dibidang perbankan sesuai 

dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 
b. Lulus test yang diadakan oleh Bank Indonesia dan yang bersangkutan 

memiliki integritas antara lain 
f merilii akhlak dan moral yang baik. 
2. meratuhi peraturan perundang-undangan yang bertaku 
3 bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usahg pp BR 

JEPARA ARTHA secara sehat 
• Sehat jasmani dan rohani. 

(2) Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR 
JEPARRA ARTHA 

(3) Bupati tidak boleh menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas 

Pas! 13 

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyal hubungan keluarga dengan 
a. Anggota Dewa Pengawas lainnya dalarm hubungan sebagai orang tua 

tenasuk rertua, anak termasuk menantu, saulara termasuk ipa dan 
suami istrf 

b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / istri 
e Bupati dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / istri. 

(2) Anggota Dewan engawas tidak boleh mermpuryai kepentingan pribadi baik 
langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR JEPARA ARTHA atau baden 
hukum/ perorangan yang diberi kredit oleh PD. BR JEPARA AR THA 

(3) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pad.a 
Bank lain. 
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Paragraf 2 
Proses Pengangkatan Dewan Pengawas 

Pasal 14 

(1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas 3 (tiga) orang, salah seorang ditunju 
sebagai Ketua 

(2). Anggota Dewan Pengawas dianglat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 
(tiga) tahun dan dapat diangkat kerbali setelah masa jabatan beraktir 
sepanjang merenuhi persyaratan 

(3). Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas 
ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan persetujuan Bank Indonesia sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Pasal 15 

Sebelum menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas dilantik dan diarnbill sumpah 
jabatan oleh Bupati 

Pasal 16 

Laporan pengangkatan anggota Dewan Pengawas waijib disampaikan oleh Dewan 
Pengawas kepada Bank Indonesia 

Paragraf 3 
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab 

Dewan Pengawas 

Pasal 17 

• Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, 
melaksanakan pengawasan dan pengendalian PD. BPR JEPARA ARTHA estai 
peraturan perndang-undangan yang berlaku 

Pasal 18 

Untuk melaksanal.an tugas sebagairana dimaksud dalam Paar 17 Dewan 
Pengawas mempunyai fungi 
a. penyusunan tata cara pengawaan dan pengelolaan PD. BPR JEPARA AR THA 
b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD. BPR JEPARA ARTHA 
c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR JEPARA AR THA 
d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR JEPARA AR THA 

Pasal 19 

Dewa Pengawas mermpunyal wewenang 
a Menyarpaikan renoana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR JEPARA ARTHA 

yang disusun oleh Dlreksi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan 
b. Meneliti neraca dan perhitungan laba / rugi yang disampaikan kepada Direksl 

untuk mendapatkan pengesahan Bupati; 
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¢. Memberikan pertimbangan dan saran, baik dirinta atau tidak diminta kepada 
Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD, BPR JEPARRA ARR THA, 

d. Merinta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 
pengurusan dan pengelolaan PD. BPR JEPARA ARTHA; 

e. Mengusulkan pemberhentian serpentara anggota Direksi kepada Bupati dengan 
disertai alas.are-ala8an 

f Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu 

Pasal 20 

(1) Dewan engawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangya 
bertanggung jawab kepada Bupall 

(2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertuhis yang 
ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas 

Pasal 21 

Tugas dan Wewenang Ketua dan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati 

Paragraf 4 
Sekretariat Dewan Pengawas 

Pasel 22 

Lntuk kelancaran tugas Dewan engarwas dapat membentuk Sekretariat Dewan 
Pengawas 

Paragrat 5 
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas 

asal 23 

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena 
a, masa [abatannya berakhir, 
b. meninggal dunia 

(2). Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena 
a. permintaan senditi 
b. melakukan tindakan yang merugikan pp. BPR JEPARA AR THA; 
c. melakukan findakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan 

Daerah atau Negara 
d. alih tugas / jatatan 
e. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat 

melaksanakan tugas.nya se0afa wa,a.f 

Pasal 24 

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan c atau dalam keadaan 
sebagairana dimaksud hurut d dan e dibertentikan sementara 
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(2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) kepada yang bersangkutan disertali alasan-alasannya 

Pasal 25 

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima 
belas) hari sejak diteriranya Keputus.an Bupati tentang Pemberhentian, dapat 
mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan­ 
alas.an 

(2) Selarbat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan 
sebagairan diraksud dalam ayat (1) Bupati harus sudah mengambil 
eputusan merer irna atau menola permohonan keberatan dimak.sud 

(3). Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telat 
lewat dan Bupati belumn mengarbil keputusan terhadap pengajuan keberatan 
sebagairmana dimaksud dalamn ayat (1) maka keberatan dianggap diterima dan 
Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukurn, serta yang 
bersangkutan melaksanakan tugas kerball sebagaimana mestinya 

Pasal 26 

Setiap permberhentian Anggota Dewan engawas wajib dilaporkan kepada Bank 
Indonesia 

Paragraf 6 
Laporan Dewan Pengawas 

Pasal 27 

Dewan Peng@was harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati 
an Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnyd 
sekali dalam 6 (enam) bulan 

Bagian Kedua 
Direksi 

Paragraf 1 
Syarat-syarat Pengangkatan 

Pas.al 28 

() Uintuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksl harus memenuhi persyaratan 
urum sebagai berikut 
a Tidak termasuk dalgrn daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai 

dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 
b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan meritiki integritas 

antara lain 
1, memiliki akhlak dan moral yang baik 
2 mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 
3, bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha BPR gecara 

sehat 
c. Sehat jasmani dan rohani 
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(2) Untuk memenuhi persyaratan sebagairana dimaksud dalam ayat (1) jug 
harts mermenuhi persyaratan khusus sebagai berikut 
a. Dattar Penilaian Prestasi Kerja (DPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik 

atau keterangan dari instansi Calion yang meliputi loyalitas, disiplin, 
tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan 

b. Mermiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma Ill 
atau Sarjana Muda dan diutaralan Sarjana Lengkap (81) di bidang 
ekonori keuangan atau hukum 

c. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan minimal 2 (dua) ta un 
Dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang­ 
kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari Anggota Direksi wajib 
berpengalaman dalam operasignal Bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tatun 
sebagai pejabat di bidang pendanaan atau perkreditan 

d. Usia belum melarpaui 80 tahun 

Pasal 29 

(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usu! Dewan Pengawas, diutamakan dari 
$was.ta 

2) Dalamn hal calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal 
dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status 
epeganwaiannya 

(3) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD, BPR JEPARA 
ARTHA 

Pasal 30 

(1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan 
a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk 

mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami 
listri. 

b. Dewan pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / 
igtri. 

c. Bupati dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suani 

(2) Anggota Direksi dilarang merang/ap jabatan sebagal anggota Direksi atau 
pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lainnya 

(3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang 
mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenag tanpa batas 

(4) Anggota Dieksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara 
langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR JEPARA ARTHA atau badan 
hukum / perorangan yang dibeni kredit oleh PD. BPR JEPARA ARTHA 
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Paragraf 2 
Proses Pengangkatan 

Pasal 31 

(1) PD. BPR JEPARA ARTHA dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang­ 
kurangnya 2 (dua) orang Direktur yang salah seorang diantaranya menjabat 
Direktur Utama 

(2) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa 
jabatan selama-lamarya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kemball setelath 
mas.a jabatannya berakhir sepanjang memenuhi persyaratan 

(3) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, 
terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Bank Indonesia sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Pasat 32 

Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilatik dan diambit urpah jabatan 
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupat 

Pasal 33 

Laporan pengangkatan Direksi wajib disampaikan oleh Direksi PD, BPR JEPARA 
ARTHA kepada Bank Indonesia 

Paragraf 3 
Tugas, Fungsi, Wawenang an Tanggung jawab Direksi 

Pasal 34 

(1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi 
dan pengawasan seluruh kegiatan operasiona PD. BPR JEPAA ARTHA 

(2) Direksi merpakan satu kesatuan keperirpinan yang kolektif 

Pasal 35 

Untuk melaksanakan tugas sebagairana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) 
Direksi mempunyai fungsi 
a. pelaksanaan manajeren PD BPR JEPARA AR7A berdasarkan kebljaksanaan 

umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas 
b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan 

PD. BPR JEARA ARTHA berdasarkan kebijaksanaan urum yang ditetapkan 
oleh Dewan Pengawas 

c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD, BP 
JEPARRA ARTHA melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan 
bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, urum 
dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan 
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d. peyuunan dan penya0pain lap0ran per hitungan hasil usaha berkala dan 
kegiatan PD BPR JEPARA ART'HA tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupat 
melalu/ Dewan Pen1gawas 

e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdii dari Neraca dan 
Perhitungan Laba / Rug] PD, BPR JEPARA ARTHA kepada Bupati melalui 
Dewan Pengawas 

Pasal 36 

Direksi merpunyai wewenang 
a. mengurus kekayaan PD. BPR JEPARA ARTHA 
b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian 

yang ditetapkan oleh Direksi getelah mendapatkan pertimbangan Dewan 
Pengawas dan persetuijuan Bupati. 

c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD, BPR JEPARA AR THA 
setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetuiuan Bupati 

d. Mewakli PD. BPR JEPARA AR THA di dalam dan di luar pengadilan 
e. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk 

mewakil PD, BPR JEPARRA ART'HA, untuk kepentingan sebagaimana dimaksud 
hurut d 

f Merbuka Kantor Cabang ata Pelayanan Kas berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang beraku. 

g. Merbeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas 
barang milik PD. BPR JEPARA ARTHA berdasarkan pertimbangan Dewan 
engawas dan persetuluan Bupati sesual peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

h. Menggadaikan barang-barang milk PD, BPR JEPARA ARTHA berdasarkan 
pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati sesuai peraturan 
perundangundangan yang berlaku 

Pasal 37 

( Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas 

(2) Pertanggungiawaban Direksi sebagairmana dimaksud dalam ayat (1) dilakuan 
secara tertulis ditandatangani leh Direktur Utama an Direktur apabila Direksi 
terditi dani 2 (dua) orang Direktur 

asal 38 

(1). Direktut Utama merpunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan 
koordinasi dalamn pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan 
pengendahian al.as unit kerja ibawa.hoy.a 

(2 Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit 
kerja dibawahnya 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat () dan ayat (2) 
masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan 
Direksi 
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(4) Apabila sermua anggota Direksi terpaksa tidak berada di ternpat / berhalangan, 
mala Ketua Dewan Pengawas segera menuniuk georang atau 2 (dua) orang 
pejabat di bawah Direksi yang senior sebagal pelaksana tugas Direksi yang 
dituangkan dalam Keputusan dewan Pengawas 

(5) Direksi dapat mengadakan kerjasarna dengan pihak lain dalam upaya 
pengembangan PD. BPR JEPARA ARTHA. 

Paragraf 4 
erberhentian Anggota Direksi 

Pasal 39 

(1) Anggota Direksi berhenti arena 
a. masa jabatannya berakhir, 
b. meninggal dunia 

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena 
a. permintaan sendiri 
b. melakukan tindakan yang merugikan PD, BPR JEPARA AR THA 
• melakukan tindakan atau berslkap yang bertentangan dengan kepentingan 

daerah atau negara 
d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat 

melasaakan tu/gas1ya secara wajar 

Pasal 40 

(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagairana dimaksud 
dalam Pasat 3g yat (2) huruf b dan ¢ atau dalam keadaan sebagairana 
dimaksud turuf d diberhentikan serentara oleh Bupati atas ugul Dewan 
Pengawas 

(2) Bupati memberitahukan secara tertulis permberhentian sementara sebagairmana 
diraksud dalam ayat (1) kepada yang bersanglutan disertai alasan-alasannya 

Pesa 4f 

(1) Selambat-lambatnya f (satu) bulan sejak pemberhentian sementara 
sebagaimana dimaksud dalarm Pase1 40 ayat (1) Dewan Pengawas harus sudah 
melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkn 
apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi 

(2) Apabila dalam waktu sebagairana diraksud dalam ayat (1) Dewan Pengawas 
belumn melakukan persidangan, maka Keputusan Pemberhentian serentara 
batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali 
sebagairaa mestinya 

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana imaksud dalam ayat () anggota 
Direksi tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan 
yang ditetapkan oleh Dewan engawas 

(4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana diraksud dalam ayat (3) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati 
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(5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak 
pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. 

Pasat 42 

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan,selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 
sejak diterimanya Keputusan Bupali tentang Pemberhentian dapat mengajukan 
keberatan secara tertulis kepada Bupati dengan disertal alasan-alasannya 

(2) Selambat larboatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya pengaijuan keberatan, 
Bupati harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak 
pengajuan keberatan diraksud 

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana diraksud ayat (2) telah lewat 
dan Bupati belum mengambil keputus.an terhadap pengajuan keberatan, maka 
eberatan dianggap diterira, dan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian 
batal demi hukur serta yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali 
ebagairana mestinya 

Pasa 43 

Setiap pemberhentian anggota Direkgsi wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia 

Paragraf 5 
Rapat Pengurus 

9as 44 

(1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan sekurang­ 
kurangnya 2 (ua) kali dalam 1 (satu) tatun atas undangan Ketua Dewan 
pengawas 

(2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan sewaktu­ 
walktu bila dianggap perlu atars undangan Ketua Dewan Pengawas atau at.as 
permintaan Direksi 

Pasal 45 

(1) Rapat Direksi D. BPR JEPARA ARTHA dlselenggarakan secara periodik 
minimal sekali dalar f (satu) bulan 

(2) Direktur Utarna merimpin rapat Direks. 
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Bagian Ketiga 
Pegawa 

asal 46 

(1) Pengangikatan, pemberhentian pegawai dan pengangkatan dalam jabatan olet 
Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan 
Bupat 

(2). Kenaikan pangkat, kenaikan 9aj, kenaikan gaj berkala, pemberiar 
penghargaan, pemberian sanksi dan pemindahan pegawai ditetapkan oleh 
Dieksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(3) Ketentuan pokok kepegawaian D, BPR JEPARA ARTHA ditetapkan dengan 
Keputusan Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan 
persetujuan Bupati 

Bagian Keempat 
Hak, Penghasilan dan Penghargaan 

Paragraf 1 Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas 

Pasal 47 

(f) Ketua dan anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorariun 
yang besarnya 
a. Ketua Dewan Pengawas setinggi-tingginya 40% (erpat puluh perseratus) 

dani penghasilan Direktur Utama 
b. Anggota Dewan Peng~was setinggi-tingginrya 80% (delapan puluh 

perseratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas 

2) Setiap akhit masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapatkan 
uang jasa pengabdian secara bersame-sama dari laba sebelurm dipotong 
pajak,setelah diaudit dari tahun sebelurm masa jabatan setinggi-tingginya 
sebegar 40% (ernpat puluh perseratus) dani yang diterima oleh anggota Direksl 
dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) 

(3) Bagi etua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat 
sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan uang jasa pengabdian 
dengan syarat telah menjalankan tugasnya selara minimal f (satu) tahun dan 
besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan 
lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan 

(4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapatkan permbagian jasa produksi 
sesuai dengan ketentuan sebagairmana dimaksud dalam ayat (1. 
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Paragraf 2 
Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi 

Pasal 48 

(1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan penghasilan meliput 
a. Gajj pokok yang besarnya 

1, Direktur Utama menerima gaj pokok setinggi-tingginya 2,5 (dua 
setengah) kall gajj polok tertinggi pada daftar gaj pokok pegawa 

2.Direktur menerima gajj pokok 80% (delapan puluh perseratus) dari gaj 
polok yang diterima Direktur Utama 

b. Tunjangan istri / suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan 
yang berlaku bagi pegawar 

(2) Anggota Direksi dapat memperoleh fasilitas sesuai kemampuan PD BR 
JEPARA ARTHA berupa 
a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi 
b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang stander atau penggantl sewa 

rumath 
c. kendaraan dinas 
d. penghasilan lainnya berupa tunjangan tunjangan, berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku 

(3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang 
bertaku pada PD, BPR JEPARA ARTA 

(4) elaksanaan permberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimnaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar 
penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas dan Direksi, gaj pegawai dan 
tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total 
pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan 
realisasi tahun anggaran yang lalu 

Pa#al 49 

(1) Anggota Direksi rerperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagal 
berikut 
a. Cuti tabunan diberikan selama 12 (dua belas) hani kerja; 
b. Cuti besar / cuti panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir 

mas.a jabatan Direksi 
• Apablla karena alas.an dinas cuti besgr tidak dapat dijalankan kepada Direksi 

yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud dlberikan penggantian 
dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir 

(2) Anggota Direksi yang menialankan cuti sebagairana dimnaksud dalam ayat (1) 
tetap diberikan penghasilan penuh dg PD. BR JEPARA ARTHA 

Pasal 50 

(1) Setiap akhir masa jabatan anggota Direksi mendapatkan uang jasa sebesar 5% 
(lima perseratus) dari laba sebelurm dipotong pajak setelah diaudit dari tahun 
sebelurm akhit masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 
80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama. 
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(2) Anggota Dlreksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya 
berakhir mendapatkan uang jasa pangabdiannya sebagaimana dimakzud dalam 
ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) 
tatun dengan perhitungan larnanya bertugas dibagi dengan mas.a jabatan kall 
5% (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dart 
tahun sebelum tugasnya berakhir 

8AB DX 

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA 

Pasal 51 

(1) PD. 8PR wajib mengadakan dana pensiun dan tun]angan hari tua bagi Direksi 
dan pegawai, yang merupakan kekayaan PD, BPR JEPARA ARTHA yang 
dipis.ahkan 

(2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 
bersumbeer dati 
a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksl dan pegawa 
b. bagian dari dana kesejahteraan pegawat 
c. usah-usaha lain yang syah 

(3). Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat () dan ayat (2) 
ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas 
dan persetujuan Bupati 

RENCANA KER.JA DAN ANGGAPAN 

Pasat 52 

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi 
menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD, BPR JEPARA 
ATHA kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan 

(2) Apabila sampai permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengerukakan 
keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR JE9ARA 
ATHA sebagairana dimaksud dalarn ayat (1) dinyatakan berlaku 

(3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR JEPARA 
ATHA yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harts mendapat 
persetujuan Dewan Pengawas 

(4) Rencana kerja tahunan dan anggaran PD, BPR JEPARA ARTHA yang telah 
mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati 
dengan tembursa Bank Indonesia 
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BAB XI 

TAHUN BUKU DAN PERHIT'UNGAN TAHUNAN 

Pasal 53 

(1) Tahun buk PD. BPR JEPARA ARTHA adalah tahun takwim 

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi 
menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dart neraca dan perhitungan 
laba lrugi yang telah diaudit atau diperiksa oleh akuntan publik kepada Dewan 
Pengawas dan diteruskan kepada Bupat untuk mendapat pengesahan 

(3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dirnaksud dalam yat (2) 
ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas 

(4) Neraca dan perhitungan laba l rugi yang disahkan oleh Bupati memberi 
pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas 

(5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD. BR 
JEpARA ARTHA setelah mendapat pengesahan Bupati selanjutnya 
disampaikan kepada Bank Indonesia 

(6) Direksi wajib mengumurkan neraca dan perhitungan laba / rugi tahunan yang 
telah disahkan pada papan pengurumen PD, BPR JEPARA AR THA 

BAB XI 

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH 

Pas 54 

(1). Laba PD, BPR JEPARA ARIHA yang telah disahkan oleh Bupati setelat 
dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut 
a. bagin laba untuk daerah 40% (empat puluh perseratus) 
b. cadangan umum.20% (dua puluh perseratus) 
¢. cadangan tujuan . 20% (dua puluh perseratus) 
d dana kesejahteraan pegaw%i 10% (sepuluh perseratus) 
e. jasa produksi 10% (sepuluh perseratus) 

(2). Bagian laba untuk daerah sebagairana dimaksud dalam ayat (1) huruf a 
dianggarkan dalam ayat peneriraan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah tahun anggaran berikutnya 

(3). Cadangan rum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurut b dipergunakan 
untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pads PD, BPR JEPARA ARR THA 
ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan 
persetujuan Bupati 

(4). Cadangan tujuan sebagaimana imaksud dalam ayat () huruf c 
penggunaannya untuk peningkatan kinerja PD BPR JEPARRA ARTHA 
ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan 
persetujuan Bupati 
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(5). Dana kesejahteraan pegawai sebagaimana diraksud dalam ayat (1) huruf d 
antara lain untuk dana pensiun bagi Direksi dan egawal gerta untuk 
penurahan pegawai, sosial dan sejenisnya. 

(6). Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalamn ayat (f) huruf e 
penggunannya untuk pernberian jasa pengurus dan pegawal, ditetapkan oleh 
Dieksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan 
Bupati 

Pasal 65 

Setiap cadangan yang diadakan PD, BR JEPARRA ARTA sebagairana dirmaksud 
dalamn pasal 54 ini harus jelas dan nyata dalam neraca atau laporan keuangan 
PD. BPR JEPARA ARTHA 

BAB XIII 

KETENTUAN PIDANA DAN GANTT RUG 

Pasal 56 

Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai yang melakukan tindak pidana di 
bidang perbankan diberlakukan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku 

Pasal 57 

(1) Anggota Direksi dan atau Pegawair yang dengan sengaja maupun tidak sengaj 
atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bag/ pp, BPR JEPARA 
ARTHA yang bersangkutan wajib mengganti kerugian dirak.sud 

(2) Tata cara peryelesaian ganti rugi sebagairana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

KERJASAMA 

Pasal 58 

PD, BPR JEPARA ARTHA dapat melakukan kerja sama dengan perbankan, 
lembaga keuangan atau lembaga lainny% dalamn usaha peningkatan modal 
manaijemen darn protesionalisme pertank.an 
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BAB XV 

PEMBINAAN 

Pasal 59 

Bupati melakukan pembinaan terhadap PD. BPR JEPARA ARTHA 

8AB XVI 

PEMBUBARAN 

Pasal 60 

(1) Pembubaran PD. BPR JEPARRA ARTHA ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia 

(2) Pembubaran PD. BPR JEPARA ARTHA sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Bupat dengan persetujuan 
DPRD. 

(3) Likuidator sebagairanae dimaksud alam ayat (2 menyampaikan 
pertanggungijawaban perbubaran PD. BPR JEPARRA AR THA kepada Bupat 

(4) Apabila PD, BPR JEPARA ARTHA dibubarkan hutang dan kewajjban keuangan 
dibayar dari harta kekayaan PD, BPR JEPAFA ARR THA an sisa lebih / kurang 
menjadi milik / tang9gung jawab Daera 

Pasal 61 

(1) Bupati menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan Pegawai PD BPF 
JEpARA ARTHA yang dibutbarkan 

(2) Pembubaran PD. BPR JEPARA AR THA dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri 
Dalamn Negeri dan Bank Indonesia 

BAB XVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 62 

(1) Semua kekayaan/asset termasuk hutang pitang PD. BPR Kabupaten Daerat 
Tingkat II Jepara yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah inl 
menjadi kekayaan / asset PD, BPR JEPARA ARTHA berdasarkan Peraturan 
Daerah ini 

(2) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang telah ada tetap menjadi Dewan 
engawas, Direksi dan Pegawai sampai dengan berakhir masa jabatannya atau 
diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini 
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t BAB XVIII 

KE TEN TUAN PENUT UP 

Pasal 63 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah lni maka Peratturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat Il Jepara Nomor 22 Tahun 1995 te0tang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, dinyatakan tidak beriaku 

Pas.al 84 

Ha hal yang belurm diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai pelaksanaannya 
diatur kerrudian olh Bupati 

Pasal 65 

Peraturan Daerat ini mulai beraku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mererintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah iri dengan penermpatannya dalam Lembaran Daerah 

Ditetapkan di Jepara 
Pada tang&al 27 Januati 2004 

HENDO MARR TOJO 

Diundagkan di Jepara 
pada tanggai 27 Januani 2004 

SEKRETARIS DAERAH 

Pembina Tk. I 
NIP 010145748 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2O4 NOMOR 4 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAEAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 4 TAHUN 2004 

TENTANG 

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT JEPARA ARTHA 
KABUPATEN JEPARA 

I. PENJELASAN UMUM 

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Perusahaan Daerah 
merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah, sehingga perlu 
ditingiatkan kemampuannya agar mampu berkompetisi dengan lembaga­ 
lembaga keuangan lainnya yang sejenis 

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pp, BPR JEPARA ARTHA telat 
ditetapkan berbagai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang 
mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sehingga 
ketentuan yang mengatur keberadaan PD BPR JEPARA ARTHA JEPARA 
AHA perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut adalah 
1. Keputusan Menter Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang 

Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah 
2. Keputusan Menteri Dalam Negeni Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. 
3. Keputusan Menteri Dalam Negeni Nomor 44 Tahun 2000 tanggal 6 November 

200 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat 

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 200 tanggal 6 November 
200 tentang Direksi dan Dewan Pengewas Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeni Noror 46 Tahun 20O tanggal 6 November 
2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. 

Salah satu peningkatan kemampuan PD. BPR JEPARA ARHA adalat 
dengan peningkatan struktur permodalan, agar mampu memberikan pelayanan 
permintaan kebutuhan keuangan masyarakat, terutarna sektor usaha keil dan 
menengah sehingga kebutuhan dana masyarakat senantiasa tersedia 

Disamping itu fungsi-fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap 
manajemen PD, BPR JEPARA ART'HA harus diterapkan sesuai kebutuban 
masyarakat dalam rangka pelayanan prima 

Bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu mengatur Perusahaan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Jepara dengan Peraturan Daerah 

IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1s.d. Pasal 10 
Cukup jelas 
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PEsr 60 ayal (2) 3.d. PEd 65 :

Pasal 1f ayat(1). 
Pera ini disusun untuk jangka panjang dan berkaitan dengan 
perkembangan PD, BPR JEPARA ARTHA. Besarnya asset harus didukung 
dengan struktur modal yang uat guna meningkatkan CARR (Raslo 
Kecukupa Modal Minimum) sesuai dengan kemampuan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 11 ayat (2 
Dengan penambahan modal yang disetor secara bertahap PD. BP 
JEPARRA ARHA dapat meningkatkan Rentabilitas, Lkuiditas dan CAR 
(Rasio Kecukupan Modal Minimum) dapat terkendali dengan balk 

Pasal 11 ayat (3)­ 
Cu#up jelas 

Pasal 12$.l. 58 
Cuup jelas 

Pasal 59 ayat (1) 
Bupati melakukan pembinaan PD. BPR JEARRA ARTHA merupakan 
ewenangan karena jabatan1ya (melakuk.an per7binaan serua Perusahaan 
Daerah milik Kabupaten Jepara) 

Pasal 60 ayat (1) 
Dalam pembubaran PD. BPR JEPARA AR THA didasarkan pada ketentuan 
ebagai berikut 
a. Kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha perbankan 

merupakan kewenangan Bank Indonesia 
b. PD. BPR JEPARA ARTHA wajib memelihara tingkat kesehatannya 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
• PD. BPR JEPARA ARTHA dalam usahanya wajib menempuh prinsip 

kehati-hatian dan tidak merugikan PD. BR JEPARA ARTHA serta 
nasaba 

d. Bank Indonesia melakukan perbinaan dan pengawasan terhadap PD 
8PR JEPARA ARTHA dengan menerpuh paya-upaya yang bersifat 
preventif maupun represif 

e. Apablla PD. BPR JEPARA ARTHA mengalami kesulitan yang 
mnerbahayakan kelangsungan usahany, Bank Indonesia dapat 
merermnpuh berbagai cara berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

f. Apabila cara-cara sebagalmana dimaksud huruf c tidak / belur cukup 
untuk mergatasi kesulitan PD. BR JEPARA ARTHA, maka ban 
Indonesia dapat mencabut izin usaha dan selanjutnya Direksi 
mengusulk.an kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk 
membubarka PD. BR JEPAPA AR THA dan membentuk Tim Likuidas 

Pasal 60 ayat (2).d. Pasal 65 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 
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